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PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2015/PA Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Gugat antara:

Novianti binti Asri, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanete,
Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone,

sebagai Penggugat;
melawan

Semmang bin Beddu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah,
pekerjaan  nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan
Assallong'E, Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang
Timur, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari
2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan dengan Nomor 7/Pdt.G/2015/PA Wtp. tanggal 05 Januari 2015 dengan
dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari
Ahad, tanggal 3 Maret 2013 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sesuai
dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 132/32/111/2013 yang dikeluarkan oleh
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Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bertanggal

15 Maret 2013.

2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina
rumah tangga selama 9 (sembilan) bulan lebih di rumah orang tua Penggugat di
Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, namun belum

dikaruniai anak.

3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan
harmonis disebabkan karena Tergugat kurang mampu melakukan hubungan badan,

Tergugat telah diupayakan berobat namun tidak berhasil.

4 Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Desember 2013 Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya
di mana Tergugat pergi ke rumah sepupu Tergugat di Waetuo sampai saat ini tanpa

jaminan nafkah dari Tergugat.

5 Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi
mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut :
Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Semmang bin Beddu) terhadap

Penggugat (Novianti binti Asri).

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
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4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
Subsider :
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka
sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di
dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-

alat bukti berupa :
A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 132/32/I11/2013 tanggal 15 Maret 2013
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencata Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Awangpone, bukti tersebut bermeterai cukup dan sesui dengan aslinya (bukti P);
B. Saksi:

1 Sahira binti Baba, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat
tinggal di Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, di bawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
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- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

keponakan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada

tanggal 3 Maret 2013.

1

Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama
sembilan bulan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Maccope,

Kecamatan Awangpone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarnuniai anak.

- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah
rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan.

- Bahwa Tergugat sudah dua kali pergi berobat ke dukun yang bernama

Sanro Mado.

Bawa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar,
namun saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak

bertegur sapa (saling diam).

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Desember 2013 hingga sekarang sudah satu tahun lamanya tanpa saling

memperdulikan lagi.

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat
tinggal di rumah sepupu Tergugat di Waetuo.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat
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- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat,

namun tetap tidak berhasil.

- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

2 Saripa binti Baba, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat
tinggal di Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, di bawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

keponakan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada

tanggal 3 Maret 2013.

1

Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama
sembilan bulan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Maccope,

Kecamatan Awangpone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarnuniai anak.

- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah
rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan.

- Bahwa Tergugat sudah dua kali pergi berobat ke dukun yang bernama
Sanro Mado.

Bawa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar,
namun saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak

bertegur sapa (saling diam).
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Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Desember 2013 hingga sekarang sudah satu tahun lamanya tanpa saling

memperdulikan lagi.

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat

tinggal di rumah sepupu Tergugat di Waetuo.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat

Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat,

namun tetap tidak berhasil.

- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi
tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus

diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
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berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis hakim membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dengan
jalan perkawinan yang dilangsungkan pada hari Ahad, tanggal 13 Maret 2013, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dam materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4

R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3 dan 4
posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4

R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3 dan 4
posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
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sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut

memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta

kejadian sebagai berikut :

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

¢ Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun
dan tidak harmonis, sering terjadi cekcok yang disebabkan karena Tergugat

tidak mampu melakukan hubungan badan.

® Bahwa sejak bulan Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang
sudah satu tahun lebih lamanya tidak pernah kembali menemui Penggugat dan

sudah tidak saling memperdulikan lagi.
e Bahwa usaha untuk merukunkan telah dilakukan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan

fakta hukum sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan

dan belum pernah bercerai;

® Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan
akan hidup rukun dalam rumah tangga karena sudah tidak saling memperdulikan

lagi antara keduanya.

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu

tahu lebih lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
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e Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan,

namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang
didalilkan Penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam (KHI), bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih
lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak mungkin lagi

dirukunkan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga
bahagia dan kekal lahir batin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan
perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan
dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah

cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata
tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis
berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk

dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta
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adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam

sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin

ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang

yvang dholim dan gugurlah haknya”.

2. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya

maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan
Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat

dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertinbangan tersebut di atas dan

Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan
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menjatuhkan talak satu ba’in suhgraa Tergugat kepada Penggugat tersebut memenuhi

Pasal 119 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (Semmang bin Beddu) terhadap

Penggugat, (Novianti binti Asri);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan
putusan kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Awangpone, Kabupaten Bone tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pecatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tempat

kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
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5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan
pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14
Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis,
Dra. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai Hakim
Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim anggota, Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara : Rp 50.000,00
Panggilan : Rp  175.000,00
Redaksi : Rp  5.000,00
Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 266.000,00
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(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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